Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

PUTUSAN
Nomor 533/Pdt.G/2021/PA.Utj
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Penggugat, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ZABRI
HASIBUAN, S.H. Advokat pada Kantor Perkumpulan
Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, beralamat di Jl.
Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung
Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir,
Alamat Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2021 telah
mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 533/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 22 Juli
2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, sebagaimana
tercatat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal
15 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera
Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai
suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
Sei Naga Lawan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai,
Provinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah
ke rumah kontrakan di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama lebih kurang 7 bulan, kemudian
pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan
Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selama lebih kurang 2 tahun, sampai
akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah. Hal ini sudah berjalan
selama lebih kurang 8 tahun;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami istreri (ba’da dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2
orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 18 Juli 2011, dan Anak I,
lahir tanggal 06 Maret 2013;

Anak tersebut saat sekarang berada dalam pengawasan Penggugat;

6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara
Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan
suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun
dapat diselesaikan;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugat

sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan
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Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi,
penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat antara lain adalah :

e Tergugat tidak memberi nafkah dalam keluarga;

e Tergugat kedapatan selingkuh dengan wanita lain di luar rumabh;

e Tergugat menikah siri dengan wanita lain yang bernama Ningsih;

e Tergugat menjual harta milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
terjadi pada Juli 2013, ketika itu Penggugat bertengkar dengan Tergugat
karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain di
luar rumah;

9. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat
dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal dan menetap di
rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan
Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat tinggal dan
menetap di rumah kediaman Penggugat di Kepenghuluan Sungai Bakau,
Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang;

10.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
keluarga namun tidak berhasil;

11.Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk
memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang
Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.g. Yang Mulia Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan
hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan
perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup
rukun di dalam berumahtangga (melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana
disebutkan dalam kaidah Figh. “‘Kemudlaratan/kesulitan itu harus
dilenyapkan” (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian
adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan

yang lebih besar;
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Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia

Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan

untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar

keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan
ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :
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A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 15
April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi
Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani sawit, tempat
kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar
terus menerus;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar secara langsung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena
Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga, berselingkuh dengan
wanita lain dan saat ini telah menikah sirri dengan wanita yang
bernama Ningsih;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai keponakan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

8 (delapan) tahun yang lalu;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar
terus menerus;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar secara langsung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena
Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga, berselingkuh dengan
wanita lain dan saat ini telah menikah sirri dengan wanita yang
bernama Ningsih;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung
untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo.
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
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pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat
dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat
kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan
bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan
hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenubhi
syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang
ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 1959 dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5)
dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat yang
bernama Zabri Hasibuan, S.H., kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan
fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah
dari Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat telah
memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum
Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka
persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai
dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Figh Madzhab
Al-Imam Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat majelis

hakim sendiri, sebagai berikut:
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Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah

dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa
kehadiran Tergugat’.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka
pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat
adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah
keluarga, berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini telah menikah sirri
dengan wanita yang bernama Ningsih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil
gugatan dalam posita adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan dalam posita adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga,
berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini telah menikah sirri dengan
wanita yang bernama Ningsih;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

dan gl ¥ 1)) o) Lo gl ) ol coal 13) gl 2l e s o e g
S — w
e e 8 2all oo

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan
hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat
indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau
tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang
berkepanjangan bagi suami isteri tersebut, dengan demikian Majelis Hakim
menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami
isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal
merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga
perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan
rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
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1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah
tangga mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan
Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in
sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 720.000,00,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah. Oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc.,
M.S.l. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal
Sidig Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
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Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I.

Hakim Anggota Il,

Rizal Sidig Amin, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran . Rp 30.000,00,-
ATK : Rp 50.000,00,-
Pemanggilan © Rp 600.000,00,-
PNBP . Rp 20.000,00,-
Redaksi . Rp 10.000,00,-
Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah . Rp 720.000,00,-
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